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Pekerjaan : Usaha sendiri

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat lengkap - Jalan Delima V/ 5 No.116 RT.011/ RW.05 Malaka Sari
Duren Sawit , Jakarta Timur 13460

Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian PASAL 249, ayat (1)
huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mempunyai wewenang
dan tugas:melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah
dan peraturan daerah (Bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya,
Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah

Konstitusi dan legal standing” Pemohon sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHEKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian
terhadap PASAL 249, ayat (1) huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG  MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAFRAH
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2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat
(1) huruf (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang

terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan .

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk™

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, ...”

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis
kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap
ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika
terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945,
maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme
pengujian undang-undang,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa

dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.



II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

I.  Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :

a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan
warga negara Indonesia;

b.  Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masth hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

c.  Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah
dirugikan dengan berlakunya Pasal Pasal 249 ayat (1) Huruf (j) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-
111/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20
September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1)

UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
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a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

C. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi.

d.  Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Syarat pertama
adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk
bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau
kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian
konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul
akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian

konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

4, Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga
Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak

sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai
Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 249 ayat (1) huruf (j) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
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DAERAH karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon.
Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 249 ayat (1)
huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dikabulkan, maka hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian,
syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi

ketentuan yang berlaku.

11, ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENGUJIAN PASAL 249 AYAT (1) Huruf (j) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

A. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia secara konstitusional telah
dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan
menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang a quo, oleh karena :

a. Pasal Bahwa pasal 249 ayat (1) Huruf (j) menyebutkan DPD mempunya
wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan
peraturan daerah dan peraturan daerah. Hal ini jelas tidak sejalan dengan Undang
Undang diatasnya pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 kewenangan membatalkan
atau menguji perda seharusnya ada di tangan Mahkamah Agung, Pasal 24 (1)
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
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Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat
Peraturan Perundang-undangan, Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah
berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan
Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetyjuan bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berbunyi: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25
huruf ¢, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] kemudian mengatur
lebih lanjut hal tersebut. Pasal 25 huruf ¢; "Kepala Daerah mempunyat tugas dan
wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”.
Pasal 42 ayat (1) huruf a: ” DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk
Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan
bersama”. Pasal 136 ayat (1): "Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah

mendapat persetujuan bersama DPRD.”

Upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif, penataan kelembagaan hukum,
didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum
masyarakat harus terus meningkat. Hal ini seiring dengan pembaruan materi
hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai
dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Pemerintah pusat dalam menunjang terwujudnya sistem hukum yang efektif dan
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) baik di pusat
maupun daerah; salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut merupakan
pelaksanaan perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1[945. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada

pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum,
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segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermnegara harus didasarkan
pada sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah
dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat

pusat maupun daerah.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan
perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan
harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui
Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku
dan terstandarisasi dalam proses, metode dan teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, banyak ketentnan-
ketentuan baru yang harus dipahami oleh para pemangku kebijakan dalam proses
pembentukan peraturan  perundang-undangan., Pemahaman yang mendalam
tentang proses, metode, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang kualitatif,

aspirattf dan responsif.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur secara jelas, rinci mengenai proses,
metode dan teknik penyusunan peraturan daerah. Proses penyusunan peraturan
daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dilakukan melalui tahap

persiapan, perencanaan, perancangan, dan pembahasan rancangan di DPRD.
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Pada tahap persiapan, pihak pemrakarsa {(Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota
dan DPRD) harus menyiapkan atau menyusun naskah akademis yaitu naskah hasil
penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu
masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,
atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Setelah naskah akademis disusun, maka tahap selanjtnya adalah melakukan
perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yaitu instrumen
perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadn, dan sistematis.

Setelah tahap perencanaan dilakukan oleh pemrakarsa sesuai dengan urutan
prioritas sebagaimana tercantum dalam Prolegda yang telah disetujui oleh DPRD
dalam rapat paripurna, maka naskah rancangan peraturan daerah disusun sesuai
dengan metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana disusun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Rancangan
peraturan daerah harus dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah

sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Maka menjadi sangat penting melakukan upaya peningkatan pemahaman
mengenai peracangan pembentukan peraturan daerah di kalangan lembaga yang
berwenang membentuk peraturan daerah. Selain itu, juga untuk menghasilkan
produk hukum vang baik berdasarkan aturan yang ada schingga tidak ada
Peraturan Daerah yang dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
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Pasal norma konstitusi diatas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia
yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Namun kenyataannya ada
warga negara yang tidak dapat memperoleh hal tersebut diatas, Undang-undang
kewenangan DPD RI  melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan
peraturan daerah dan peraturan daecrah. ini hanya memberikan batasan-batasan
tertentu dalam hal pembatasan hubungan kerja yang diberlakukan kepada DPRD
Kabupaten / Kota dan pemerintah Daerah tanpa ditinjau dari sudut pandang dari

s1si lain.

Iv. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pasal 249 ayat (1) Huruf ()
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAIJELIS
PERMUSYAWARATAN RAXYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, Pada PASAL 249, ayat (1) Huruf (j): DPD mempunyai wewenang
dan tugas: melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah
dan peraturan daerab. terhadap Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
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2. Menyatakan Menerima dan mengabulkan permohonan pasal 249 ayat (1)
Huruf (j) undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, Pada PASAL 249, ayat (1) Huruf (j) : DPD mempunyal wewenang
dan tugas: melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah

dan peraturan daerah.

3. Menyatakan Menerima dan mengabulkan permohonan pasal 249 ayat (1)
Huruf (j) undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, Pada PASAL 249, ayat (1) Huruf (j): DPD mempunyai wewenang dan
tugas: melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan
peraturan daerah. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala

akibat hukumnya.

4, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
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V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini Pemohon sampaikan,
atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima
kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti

dan daftar sementara saksi dan ahli,

Hormat Pemohon

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, S.AP



